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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Dasar Pembentukan  

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota 

Bontang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui 

Sekretaris Daerah. 

Dasar pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang adalah Peraturan Daerah 

No. 2  tahun 2016  tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota 

Bontang. 

 

B. Tugas dan Fungsi 

Tugas pokok Dinas  Lingkungan Hidup Kota Bontang berdasarkan Peraturan Walikota 

Bontang Nomor 48  Tahun  2016  tentang Kedudukan , Susunan Organisasi Tugas 

dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas lingkungan Hidup yaitu melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan 

pembantuan. 

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas  Lingkungan Hidup Kota 

Bontang mempunyai fungsi : 

1. Perencanaan & pelaporan program kerja dan kegiatan bidang lingkungan Hidup. 

2. Perumusan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. 

3. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya. 

4. Pelaksanaan evaluasi & pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya. 

5. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. 

6. Pembinaan terhadap pelaksanaan program kerja & kegiatan bidang 

7. Pengorganisasian & pembinaan kepada bawahan. 

8. Pelaksanaan tugas - tugas lain. 

 

C. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 48 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan , Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Dinas 

Lingkungan Hidup melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup 

berdasarkan asas otonomi dan pembantuan, Pejabat struktural  Dinas Lingkungan 

Hidup terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala 

Bidang, 4 (empat) Kepala Sub Bagian dan 8 (sepuluh) Kepala Seksi, 2 (dua) UPT. 
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Rincian pejabat struktural Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang Tahun 2021 adalah 

sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris Dinas  

3. Kepala Bidang Konservasi SDA & Pengkajian Dampak Lingkungan 

4. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan  

5. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas & Penegakan Hukum Lingkungan 

6. Kepala Bidang Kebersihan dan Pemanfaatan Sampah 

7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

8. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

9. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam & Tata Lingkungan 

10. Kepala Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan 

11. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan 

12. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan 

13. Kepala Seksi Pembinaan Penegakan Hukum Lingkungan 

14. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

15. Kepala Seksi Kebersihan & Pengangkutan Sampah 

16. Kepala Seksi Kemitraan & Pemanfaatan Sampah 

17. Kepala UPT-TPA 

18. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT-TPA 

19. Kepala UPT – Laboratorium 

20. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT – Laboratorium 

 

Bagan struktur organisasi DLH Kota Bontang per 31 Desember 2021 adalah sebagai 

berikut : 
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Gambar 1.1. Bagan Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang 
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D. Sumber Daya Aparatur  

1. Kuantitas 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang per 31 Desember 2021 memiliki personel 66 

orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil berjumlah 47 Orang dan Tenaga Kontrak 

Daerah (TKD) 19 orang  

Status 2020 2021 

PNS 46 47 

TKD 19 19 

Jumlah 65 66 

 

2. Jenis Kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin,  jumlah laki-laki sebanyak 25 orang dan perempuan 

sebanyak 23 orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan tingkat pendidikan, PNS memiliki latarbelakang pendidikan yang 

berbeda-beda.Tabel 1.1 dapat menggambarkan keadaan pegawai DLH 

Tabel 1.1. Keadaan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pendidikan 

Pendidikan 
Jumlah 

Pegawai 

S2 S1 D3 SLTA SLTP SD PNS CPNS 

2 32 6 5 3 0 48 - 

  

25 ORANG 23 ORANG 
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Dari Tabel.1.1 dapdat diketahui bahwa PNS dengan tingkat pendidikan S1, 

menempati jumlah terbanyak.  

 

4. Golongan dan Ruang 

Tabel 1.2. Keadaan Pegawai DLH Berdasarkan Golongan Ruang 

Golongan Ruang 

I II III IV 

a b c d a b C D a b c d a b c d 

- - - 1 1 2 3 5 8 7 4 12 4 1 - - 

1 11 31 5 

Sumber data: Subbag Umum DLH Kota Bontang Tahun 2021 
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E. Aspek Strategis Organisasi 

Salah satu misi Walikota Bontang periode 2016 -2021 yaitu menjadikan Kota 

Bontang yang berkelanjutan yang layak huni, cerdas dan berwawasan 

lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur 

serta pelestarian lingkungan hidup.  

Di dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang telah dirumuskan 

aspek -aspek strategis terkait Lingkungan Hidup sebagai berikut: 

1. Adanya potensi degradasi kualitas pesisir dan laut  

2. Pencemaran air dari kegiatan industri dan limbah domestik  

3. Pencemaran udara dari kegiatan industri dan sektor transportasi 

4. Ancaman penurunan permukaan tanah dan instrusi air laut akibat pemanfaatan 

air bawah tanah. 

5. Ketersediaan air bawah tanah untuk bahan baku air minum 

6. Menurunnya keanekaragaman hayati 

7. Timbunan sampah semakin meningkat seiring dengan pertambahan penduduk 
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8. Resistensi masyarakat yang cukup tinggi terhadap rencana pembangunan sarana 

TPS3R. 

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis) 

Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : 

1. Ditariknya kewenangan pengelolaan laut ke provinsi 

2. Belum optimalnya pelaksanaan sistem penanganan sampah 3 R 

3. Pencemaran dan kerusakan ekosistem mangrove 

4. Pengawasan terhadap perusakan belum optimal 

5. Belum optimalnya gerakan penghijauan 

6. Ancaman menurunnya keanekaragaman hayati 

7. Menurunnya kualitas air sungai 

8. Masih tingginya penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari 

 

1. Sarana dan Prasarana Kerja 

Untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan, perlu didukung oleh kesiapan 

prasarana dan sarana kerja. Prasarana dan sarana kerja  per 31 Desember 2021  

yang disajikan pada Tabel 1.4.  

 

Tabel 1.4. Jenis Aset DLH Kota Bontang Tahun 2021     

NO JENIS ASET NILAI (Rp) 

1. Tanah  0 

2. Peralatan & mesin 33.628.436.285 

3. Gedung dan bangunan. 8.193.126.316 

4. Jalan, irigasi dan galian 4.801.242.804 

5. Aset tetap Lainnya 242.745.331 

6. Aset Tak berwujud 1.431.115.603 

7. Aset Lain-Lain 269.309.962 

Sumber : Laporan Neraca Keuangan DLH Tahun 2021 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 

A. PERENCANAAN  STRATEGIS 

Perencanaan strategis adalah perencanaan yang didalamnya tercakup tujuan, 

sasaran, indikator kinerja, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bontang tahun 2016 - 2021 yang ingin dilaksanakan sesuai 

tugas dan fungsinya. Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang 

disajikan pada Tabel 2.1. 

 

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Indikator kinerja utama (outcome) DLH Kota Bontang merupakan ukuran kuantitatif 

dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu kegiatan yang telah 

ditetapkan.  

Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan 

kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator ini digunakan untuk 

mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan 

indikator keluaran (output).  

Indikator Kinerja utama (IKU) merupakan turunan dari sasaran RPJMD Kota Bontang 

Tahun 2016-2021.  
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Tabel 2.1.  Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang 

 

TUJUAN INDIKATOR 
TUJUAN 

SASARAN 
STRATEGIS  

INDIKATOR 
SASARAN 

SATUAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Meningkatnya 
kualitas 
lingkungan 
hidup  

Mempertahankan 
nilai indeks 
pencemaran air 

Meningkatkan upaya 
pencegahan, 
pengawasan dan 
pengendalian 
pengelolaan 
lingkungan hidup 

Indeks pencemaran air 
(Indek Kualitas Air) 

- 70 70 70 70 70 70 

Mempertahankan 
nilai indeks 
pencemaran udara 

Indeks pencemaran 
udara (Indek Kualitas 
Udara) 

- 75,64 75,64 75,64 75,64 75,64 75,64 

Meningkatnya 
presentase 
penanganan sampah 

Meningkatnya 
cakupan pengelolaan  
Sampah 

Persentase 
Penanganan sampah 

%         74,08 78 82 87 91 95 

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang Tahun 2016-2021 
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Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama DLH Kota Bontang 

No. Sasaran 
Indikator 
Kinerja  

Penjelasan (Formulasi 
Perhitungan) 

Sumber Data  
Penanggung 

Jawab 

1. Meningkatnya 
Upaya 
Pencegahan 
Pengawasan 
dan 
Pengendalian 
pencemaran 
air dan udara 

Indeks 
Pencemara
n Air 

Kualitas air sungai dijadikan 
indikator kualitas 
lingkungan hidup. 
Perhitungan indeks untuk 
indikator kualitas air sungai 
dilakukan berdasarkan 
Keputusan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup Nomor 
115 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Penentuan Status 
Mutu Air. 

    √
         

           
 

 
 

 
Dimana : 

PIj = indeks pencemaran bagi 
peruntukan (j) yang 
merupakan fungsi dari Ci/Lij) 

Ci = konsentrasi parameter 
kualitas air (i)  

Lij= konsentrasi parameter 
kualitas air yang dicantumkan 
dalam Baku Peruntukan Air (j) 

(Ci/Lij)M adalah nilai 
maksimum dari Ci/Lij 

(Ci/Lij)R adalah nilai rata-rata 
dari Ci/Lij 

Evaluasi terhadap Plj adalah 
sebagai berikut : 

1. Memenuhi baku mutu 
atau kondisi baik jika 

0<Plj<1,0 

2. Tercemar ringan jika 
1,0<Plj<5,0 

3. Tercemar sedang jika 
5,0<Plj<10,0 

4. Tercemar berat jika 
Plj>10,0  

Pada prinsipnya nilai PIj >1 
mempunyai arti bahwa air 
sungai tersebut tidak 
memenuhi baku peruntukan 
air j, dalam hal ini mutu air 
kelas II.  

 

Data 
Pemantauan 
Kualitas air Kota 
Bontang tahun 
2021 
 
Renstra Dinas 
LH 2021-2024 

- Bidang 
Pengendalian 
Pencemaran dan 
Kerusakan 
Lingkungan 

- Bidang 
Konservasi SDA 
dan Pengkajian 
Dampak 
Lingkungan 

- Bidang 
Peningkatan 
Kapasitas dan 
PHL 

 
 



[12] 
 

No. Sasaran 
Indikator 
Kinerja  

Penjelasan (Formulasi 
Perhitungan) 

Sumber Data  
Penanggung 

Jawab 

  

Indeks 
Pencemara
n Udara 

Data kualitas udara didapatkan 
dari pemantauan dengan 
menggunakan metode passive 
sampler.Pemantauan 
dilakukan 4 kali pertahun di 
lokasi lokasi yang mewakili 
daerah-daerah permukiman, 
industri, dan padat lalu lintas 
kendaraan bermotor dan 
parameter yang diukur adalah 
SO2 dan NO2.Dalam satu 
tahun, umumnya dilakukan 3 
kali periode pemantauan 
dengan durasi pemantauan 
masing-masing 2 (dua) 
minggu. Metodologi 
perhitungan Indeks Kualitas 
Udara mengadopsi Program 
Eoropean Union. Adapun 
perhitungan indeksnya adalah 
dengan membandingkan nilai 
rata-rat tahunan dengan 
standar EU Directives, apabila 
angkanya melabihi 1 berarti 
melebihi standar EU, begitu 
pula sebaliknya apabila sama 
dan dibawah 1 artinya 
memenuhi standar dan lebih 
baik.  
Selanjutnya Indeks Udara 
model EU dikonversikan 
menjadi indeks IKLH dengan 
persamaan sebagai berikut : 

        
  

   
            

 

Data 
Pemantauan 
Kualitas udara 
Kota Bontang 
tahun 2021 
 
Renstra Dinas 
LH 2016-2021 

Bidang 
Pengendalian 
Pencemaran dan 
Perusakan 
Lingkungan 
 
Bidang Konservasi 
SDA dan 
Pengkajian 
Dampak 
Lingkungan 
 
Bidang 
Peningkatan 
Kapasitas dan PHL 
 

2. Meningkatnya 
Cakupan 
Pengelolaan 
kebersihan 
dan 
persampahan 

Presentase 
pelayanan 
Sampah 

Penanganan sampah 
berdasarkan UU No. 18 Tahun 
2008 terdiri dari pemilahan, 
pengumpulan, pengangkutan, 
pengubahan dan persentase 
akhir sampah. 
Persentase pelayanan sampah 
didapatkan dari jumlah 
persentase penanganan 
sampah dan persentase 
pengurangan sampah. 
Penanganan sampah 
dinyatakan dalam persen 
dengan persamaan sebagai 
berikut ; 
 
∑Sampah yg dilayani  x 100%  
∑Timbulan sampah 
 
 

Data Bid. 
Kebersihan dan 
Pemanfaatan 
Sampah 

Bidang Kebersihan 
dan Pemanfaatan 
Sampah 
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C. PERJANJIAN KINERJA  

Berdasarkan PERMEN No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, 

pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah, No 53 Tahun 2014, 

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari 

Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima 

amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator 

kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 disajikan pada Tabel.2.3 

 
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
SATU

AN 
TARGET 

1 Tercapainya 
pengendalian 
peningkatan kualitas 
lingkungan 

1. Indeks Kualitas (Pencemaran) 
Air 

- 70 

2. Indeks Kualitas (Pencemaran) 
Udara 

- 75,64 

2 Tercapaianya 
Peningkatan Penanganan 
sampah 

3. Persentase Pelayanan sampah %  
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun Sebelumnya 

1. Nilai Hasil Evaluasi LKIP Sebelumnya 

Hasil Evaluasi LKIP Tahun 2021 dinilai secara kuantitatif dengan angka antara 0 s.d 

100 dan secara kualitatif dengan kategori AA, A, BB, B, CC, dan C. Dinas Lingkungan 

Hidup memperoleh nilai sebesar 83,23  yang menunjukkan dalam kategori A dengan 

interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat 

akuntabel. 

Nilai sebagaimana di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh 

komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Dinas lingkungan Hidup dengan rincian 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1. Nilai Hasil Evaluasi LKIP Badan Lingkungan Hidup Tahun 
2020 

 

No Komponen yang dinilai Bobot 
Nilai 

2019 2020 

1 Perencanaan Kinerja  30 25,05 24,55 

2 Pengukuran Kinerja  25 20,00 19,38 

3 Pelaporan Kinerja  15 13,30 13,30 

4 Evaluasi Internal  10 7,75 6,75 

5 Capaian Sasaran Kinerja/ 
Kinerja organisasi  

20 18,38 19,29 

Nilai Hasil Evaluasi 100 84,77 83,23 

Tingkat Akuntabilitas Kinerja  A A 

 

2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat terhadap LKIP Perangkat 
Daerah 
 
Sebagai rekomendasi evaluasi tahun 2020, DLH telah menindaklanjuti hal-hal sebagai 

berikut : 
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1. Dalam membentuk indicator jangka menengah perlu memperhatikan kriteria 

SMART sehingga dalam pencapian target tahunan bias menggambarkan progres 

capaian target. 

2. Pencapaian target kinerja Esselon III dan IV yang telah dimonitor agar : 

1) Terdapat dokumentasi hasil monitoring berupa laporan 

2) Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring 

Atas hasil evaluasi Inspektorat terhadap LKIP Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019, 

direkomendasikan Kepala DLH agar melakukan perbaikan sebagai berikut: 

1) Melakukan perbaikan pada penetapan Sasaran Renstra yang berorientasi pada 

Sasaran “ Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sanitasi “ ruang lingkupnya cukup 

luas sehingga Indikator “ Persentase Penanganan Sampah “ tidak cukup mengukur 

sasaran tersebut. 

2) Sasaran dalam dokumen Pengukuran Kinerja agar diselaraskan dengan Sasaran 

dalam dokumen Renstra. 

3) Dalam menentukan target kinerja agar ditetapkan dengan baik yaitu 

menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai. 

 

Berdasarkan uraian hasil evaluasi tersebut Inspektorat Daerah Kota Bontang 

merekomendasikan beberapa poin yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan 

Hidup seperti tercantum pada Tabel 3.2. berikut ini: 
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Tabel.3.2. Tindak Lanjut dari Rekomendasi Inspektorat 

No Komponen / kelompok 
yang dinilai 

 

Nilai (%) 
Hasil 

Evaluasi 
Rekomendasi Tindak lanjut 

Maksimal Perolehan 

A. PERENCANAAN 

KINERJA 
30 24,55    

1. Perencanaan Strategis 10 8,05  

a. Pemenuhan RENSTRA 2 1,83 - DLH telah memiliki dokumen 

Renstra, yang diformalkan 
dalam bentuk dokumen 

perencanaan pelaksanaan. 
-  Dokumen Renstra telah memuat 

tujuan, target keberhasilan, 

sasaran, indicator sasaran dan 
target tahunan, serta telah 

dipublikasikan. 
- Indikator tujuan telah 

dicantumkan 

- Indikator sasaran telah telah 
relevan dengan tujuan. 

 

  

b. Kualitas Renstra 5 4,22 - DLH Kota Bontang merumuskan 

1 tujuan organisasi yang akan 

dicapai untuk 5 tahun kedepan 
- Tujuan tersebut telah 

berorientasi hasil meliputi 
outcome dan output penting 

dan sesuai dengan tugas dan 

fungsi DLH 
- Sasaran telah berorientasi hasil, 

yaitu berkualitas outcome dan 
output penting dan sesuai 

dengan fungsi Dinas 
Lingkungan Hidup namun 

No 1) Melakukan 

perbaikan pada ….. dst 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
- Sasaran “ Meningkatnya 

Capaian Pengelolaan 
Sanitasi “ diubah karena 

untuk pengelolaan limbah 
tinja bukan lagi wewenang 
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No Komponen / kelompok 
yang dinilai 

 

Nilai (%) 
Hasil 

Evaluasi 
Rekomendasi Tindak lanjut 

Maksimal Perolehan 

sasaran                              “ 

Meningkatnya Cakupan 

Pengelolaan Sanitasi “ kurang 
tepat, Sasaran tersebut cukup 

luas ruang lingkupnya sehingga 
Indikator “ Persentase 

Penanganan Sampah “ tidak 
cukup mengukur sasaran 

tersebut. 

- Dokumen Renstra selaras 
dengan dokumen RPJMD. 

- Indikator Sasaran sebanyak 3 
(tiga) Indikator telah memenuhi 

kriteria yang baik (SMART) 

namun target yang ditetapkan 
perlu dievaluasi kembali. 

- Program/Kegiatan yang 
ditetapkan maupun cara untuk 

memperoleh tujuan dan sasaran 
hasil kegiatan. 

- Dokumen Rentsra telah 

menetapkan hal-hal yang 
seharusnya antara lain : 

mengacu pada RPJMD Kota 
Bontang, sesuai tugas dan 

tanggung jawab yang 

menggambarkan Core Business 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

DLH, sekarang menjadi 

wewenang Dinas PUPR 

- “Meningkatnya Pengelolaan 
Sampah” 

c. Implementasi RENSTRA 3 2 - Dokumen Renstra telah 
digunakan sebagai acuan dalam 

penyusunan dokumen kerja dan 

anggaran. 
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No Komponen / kelompok 
yang dinilai 

 

Nilai (%) 
Hasil 

Evaluasi 
Rekomendasi Tindak lanjut 

Maksimal Perolehan 

- Target jangka menengah dalam 

renstra telah dimonitor 

pencapaiannya namun belum 
ada perbaikan yang signifikan. 

- Dokumen renstra telah direviu 
secara berkala 

 

2. Perencanaan Kinerja 

Tahun 2020 

20 16,50  

a. Pemenuhan Rencana 

Kerja Tahunan 

4 4 - Memiliki RKT 

- Memiliki PK yang disusun 

setelah anggaran disetujui dan 
ditandatangani oleh Walikota 

Baontang dan Kepala Dinas 
- PK telah dipublikasikan pada 

Website resmi Pemerintah 
Kota Bontang. 

  

b. Kualitas Perencanaan 

Kerja Tahunan 

10 8 - Indikator kinerja sasaran dan 

hasil program outcome/output 
penting dan dilengkapi 

indikator yang SMART 

- Kegiatan cukup untuk 
mewujudkan sasaran kinerja 

tahunan 
- Kegiatan dalam rangka 

mencapai Sasaran telah 
didukung oleh anggaran yang 

memadai 

- Dokumen PK belum selaras 
dengan RPJMD/Dokumen 

Renstra. 
- Indikator dan target yang 

ditetapkan telah 
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No Komponen / kelompok 
yang dinilai 

 

Nilai (%) 
Hasil 

Evaluasi 
Rekomendasi Tindak lanjut 

Maksimal Perolehan 

menggambarkan hasil 

pencapaian kinerja namun 

target yang ditetapkan belum 
menggambarkan suatu tingkat 

tertentu yang sejarang dicapai. 
- Rencana aksi sudah ada 

- Rencana aksi atas kinerja telah 
mencantumkan target secara 

periodik atas kinerja 

- Rencana aksi atas kinerja PK 
telah mencantumkan sub 

kegiatan/komponen rinci 
setiap periode yang akan 

dilakukan dalam rangka 

penyampaian kinerja. 
 

c. Implementasi 
Perencanaan Kinerja 

6 4,5 - Target kinerja yang 
diperjanjikan telah mengukur 

keberhasilan maupun 

kegagalan. Namun perlu 
dimonitor progress kinerjanya. 

- Capaian target pada rencana 
aksi secara periodik dipantau 

pencapaiannya, secara berkala. 

- Rencana aksi telah 
dimanfaatkan dalam 

pengarahan dan Perjanjian 
Kinerja kegiatan. 

- Rencana Kerja Tahunan telah 
dimanfaatkan dalam 

penyusunan anggaran, jangka 

target kinerja sasaran yang 

Dalam menentukan 
target kinerja agar 

ditetapkan dengan baik 

yaitu menggambarkan 
suatu tingkatan tertentu 

yang seharusnya dicapai 
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No Komponen / kelompok 
yang dinilai 

 

Nilai (%) 
Hasil 

Evaluasi 
Rekomendasi Tindak lanjut 

Maksimal Perolehan 

menjadi progress dalam 

penunjukan anggaran. 

 

B. PENGUKURAN 

KINERJA 

25 19,38    

1. Pemenuhan Pengukuran 5 5 - Memiliki IKU berdasarkan SK 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Bontang No 4 Tahun 2018 
- IKU telah dijabarkan pada 

eselon III dan IV sebagai 

turunan Kinerja atasanya. 
- Telah terdapat mekanisme 

Pengumpulan data kinerja  
- IKU telah dipublikasikan pada 

Website Pemkot Bontang 
 

  

2. 

3 

Kualitas pengukuran 12,5 10,31 - IKU memenuhi kriteria kinerja 

yang baik dan telah cukup untuk 
mengukur kinerja 

- IKU DLH selaras IKU IP 

- Indikator kinerja Esselon III dan 
IV telah selaras dengan 

indikator kinerja atasannya. 
- Telah terdapat ukuran indikator 

kinerja individu (IKI) yang 
mengacu pada IKU unit kerja 

organisasi/atasannya. 

- Pengukuran kinerja sudah 
dilakukan secara berjenjang. 

- Pengumpulan data kinerja 
sudah dapat diandalkan. 

- Pengumpulan data kinerja atas 
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No Komponen / kelompok 
yang dinilai 

 

Nilai (%) 
Hasil 

Evaluasi 
Rekomendasi Tindak lanjut 

Maksimal Perolehan 

rencana aksi telah dilakukan 

secara berkala 

(bulanan/triwulan/semester)  
- Pengukuran Kinerja telah 

dikembangkan menggunakan 
teknologi Informasi. 

 

3. Implementasi pengukuran 7,50 4,06 - IKU telah dimanfaatkan dalam 
dokumen dokumen perencanaan 

dan penganggaran. 
- IKU telah dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja 

- Target perencanaan kinerja 
eselon belum sepenuhnya 

dimonitoring secara periodik. 
- Hasil pengukuran capaian 

kinerja eselon telah 
dimanfaatkan untuk dasar 

penilaian kinerja dan pemberian 

penghargaan serta hukuman 
- IKU telah direview secara 

berkala 
- Pengukuran kinerja atas 

rencana aksi telah digunakan 

untuk pengendalian dan 
pemantauan kinerja secara 

berkala. 
 

Sasaran dalam 
pengukuran Kinerja agar 

disesuaikan dengan 
sasaran dalam dokumen 

Renstra. 

 

C. PELAPORAN KINERJA 15,00 13,30    

1. Pemenuhan Pelaporan 3 3 - Pengukuran Kinerja Perangkat 

Daerah (PD) telah sesuai dan 
disampaikan tepat waktu 
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No Komponen / kelompok 
yang dinilai 

 

Nilai (%) 
Hasil 

Evaluasi 
Rekomendasi Tindak lanjut 

Maksimal Perolehan 

- Laporan Kinerja telah diupload 

kedalam website 

- Laporan Kinerja telah 
menyelesaikan informasi 

mengenai pencapaian IKU 

2. Penyajian Informasi 

Kinerja 

7,50 6,70 - Laporan Kinerja Perangkat 

Daerah telah disusun dan tepat 

waktu. 
- Laporan Kinerja telah diuplod 

kedalam website. 
- Laporan Kinerja telah 

menjelaskan pencapaian IKU. 

- Laporan Kinerja telah……. 
Pencapaian IKU. 

  

3. Pemanfaatan informasi 
Kinerja 

4,50 3,60 - Informasi Kinerja telah 
digunakan dalam perencanaan 

evaluasi akuntabilitas kinerja 

- Informasi yang disajikan telah 
digunakan untuk menilai dan 

memperbaiki pelaksanaan…… 
- Informasi yang disajikan 

digunakan untuk pengukuran 

kinerja 
- Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian 
kinerja. 

  

D. EVALUASI INTERNAL 10 6,71    

1. Pemenuhan Evaluasi 2,00 1,71 - Telah terdapat pemantauan 

mengenai kemungkinan 
pencapaian kinerja serta 

hambatanya, dan evaluasi 
program telah dilakukan. 
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No Komponen / kelompok 
yang dinilai 

 

Nilai (%) 
Hasil 

Evaluasi 
Rekomendasi Tindak lanjut 

Maksimal Perolehan 

- Evaluasi atas pelaksanaan 

Rencana Aksi telah dilakukan. 

- Hasil Evaluasi telah disampaikan 
dan dikomunikasikan kepada 

pihak-pihak yang 
berkepentingan. 

2. Kualitas Evaluasi Internal 5,00 3,13 - Evaluasi program telah 

dilakukan dan disertai 
rekomendasi perbaikan 

perencanaan dan kinerja yang 
dapat dilaksanakan dan 

penjelasan kinerja yang dapat 

dijelaskan ditindaklanjuti. 
- Pemantauan terhadap rencana 

aksi dilakukan dalam rangka 
pengendalian kinerja. 

- Pemantauan terhadap Rencana 
Aksi telah memberikan 

alternative perbaikan yang 

dapat dilakukan namun perlu 
pemantauan terhadap rencana 

yang telah dilakukan. 
 

  

3. Evaluasi Internal 

Pemanfaatan. 

3,00 1,88 - Hasil evaluasi Rencana Aksi 

telah ditindaklanjuti untuk 
perbaikan pelaksanaan Program 

dimasa yang akan datang. 
- Hasil Evaluasi Program telah 

ditindaklanjuti dalam bentuk 

langkah-langkah nyata. 
 

  

E. PENCAPAIAN 20,00 14,71    
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No Komponen / kelompok 
yang dinilai 

 

Nilai (%) 
Hasil 

Evaluasi 
Rekomendasi Tindak lanjut 

Maksimal Perolehan 

SASARAN/KINERJA 

ORGANISASI 

1. Kinerja yang dilaporkan 
(Output) 

7,50 7,00 - Target dan informasi mengenai 
kinerja mendapat nilai A. 

- Capaian Kinerja lebih baik dari 
tahun sebelumnya mendapat 

ninai B 

- Informasi mengenai kinerja 
dapat diagendakan 

 

  

2. Kinerja yang dilaporkan 
(Outcome) 

12,50 12,29 - Target bernilai 5,00   

    - Capaian kinerja lebih baik dari 
sebelumnya mendapat nilai 2.29 

  

    - Informasi mengenai kinerja 

dapat diandalkan mendapat nilai 
5,00 
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B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi 

Pengukuran Kinerja DLH berdasarkan capaian masing-masing indikator yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Dalam pengukuran ini disertakan pula capaian indikator 

Indeks Kualitas Lahan yang merupakan komponen penyusun Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup (IKLH) dan pada tahun 2021 menjadi indikator wajib. 

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator pada tahun 2021, maka dapat 

dirangkum seperti tersaji pada Tabel 3.3. 

Tabel. 3.3. Capaian Kinerja Tahun 2020 

Tujuan Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Satuan Target 

Tahunan 

Triwulan Target Realisa

si 

% 

2 3 4  5 6 7 8 9 

Meningkatnya 

kualitas 

lingkungan 
hidup 

Meningkatnya 

upaya 

pencegahan, 
pengawasan 

dan 
pengendalian 

pengelolaan 

lingkungan 
hidup 

 
 

Indeks 

Kualitas Air 
- 53,33 

I 0 0 0 

II 53,33 50,00 0 

III 0 0 0 

IV 53,33 50,00 0 

Indeks 
Kualitas 

Udara 

- 86,14 

I 0 0 0 

II 86,14 86,79 0 

III 0 0 0 

IV 86,14 86,91 0 

Indeks* 

Kualitas 
lahan 

  I - 0 0 

II - 36,38 0 

III - 0 0 

IV - 46,07 0 

Meningkatnya 

Pengelolaan 

Sampah 

Persentase 
Penangana

n Sampah 

% 90 I 0 0 0 

II 0 0 0 

III 0 0 0 

IV 90 95,73 0 
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1. Capaian Kinerja Keseluruhan Tahun 2021 

Berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang periode 2016 sd 2021, 

Indikator Kinerja Sasaran Strategis terdiri dari 3 yaitu “Indeks Pencemaran/Kualitas 

Air”, “Indeks Pencemaran/Kualitas Udara” dan “Meningkatnya Pengelolaan Sampah”. 

Dengan adanya regulasi baru dan perkembangan organisasi, maka harus dilakukan  

Pengukuran Capaian Kinerja disajikan pada Tabel 3.4. 

 

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Tahun 2021( Renstra DLH periode 2016-2021) 

 

No. Sasaran Kinerja Indikator 

Kinerja  

Satuan Target Reali 

sasi 

% 

Capaian  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Meningkatkan upaya 
pencegahan,pengawas

an dan pengendalian 

pengelolaan 
lingkungan hidup 

Indeks Kualitas 
Air 

- 70,00 50 71,43% 

Indeks Kualitas 

Udara 

- 75,64 86,94 115% 

2. Meningkatnya 

pengelolaan sampah 

Persentase 

Penanganan 
Sampah 

% 91 99,67 
% 

 

C.  Analisis Capaian Kinerja 

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan menghitung capaian dari target dan 

realisasi Renstra. Sedangkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan 

dengan membandingkan persentase fisik dengan persentase keuangan. 

 
Sasaran 1  
Meningkatnya Upaya Pencegahan Pengawasan & Pengendalian 
Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup  

 
 

1.  Indeks Kualitas Air 

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air 

yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada 

waktu tertentu. Informasi IKA dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air. Metode penentuan IKA mengacu 

kepada Lampiran Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
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S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Metode 

Perhitungan IKLH 2020-2024.  

Perhitungan IKA menggunakan metode Indeks Pencemar (IP) sesuai Keputusan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Penentuan Status Mutu Air. Parameter kunci perhitungan IKA meliputi DO, BOD, 

COD, pH, TSS, Nitrat, Total Phospat (TP) dan Fecal Coliform. Baku mutu kelas air 

yang digunakan kelas II sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 

tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.  Titik 

pemantuan badan air pada sungai dilakukan minimal 2 (dua) titik yang mewakili hulu 

dan hilir dari wilayah administrasi kota/kabupaten. Frekuensi pemantauan dilakukan 

dalam 2 (dua) tahap. Pengujian sampel air dilakukan di Laboratorium yang 

terakreditasi dan teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

 

 Rumus Indeks Pencemar : 

 
IPj = Indeks pencemaran bagi peruntukan j 
Ci  = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) 
Lij = Baku mutu parameter I bagi peruntukan j 
M  = maksimum, A = average (rata-rata) 
 

 Penentuan Status Mutu Air berdasarkan hasil Indeks Pencemar: 

0 ≤ IPj ≤ 1,0 : Baik (memenuhi baku mutu) 

1,0 ≤ IPj ≤ 5,0 : Cemar ringan 

5,0 ≤ IPj ≤ 10,0 : Cemar sedang 

IPj > 10,0 : Cemar berat 

 

 Bobot Nilai  

Memenuhi baku mutu = 70 

Cemar ringan  = 50 

Cemar sedang  = 30 

Cemar berat  = 10 
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Penentuan titik pantau IKA pada wilayah Kota Bontang dilakukan pada 3 (tiga) 

sungai yaitu Sungai Bontang sebanyak 4 (empat) titik, Sungai Guntung sebanyak 3 

(tiga) titik dan Sungai Nyerakat sebanyak 2 (dua) titik. Penentuan titik pantau 

mewakili bagian hulu dan hilir sungai pada wilayah administrasi Kota Bontang. 

Pengujian sampel air dilakukan bekerjasama dengan PT. Global Environment 

Laboratory, Samarinda. Hasil Perhitungan Indeks Pencemar dan Status Mutu Air 

dapat dilihat pada Tabel 1, sedangkan transformasi status mutu air ke Indeks 

Kualitas Air dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 3.5. Hasil Perhitungan Indeks Pencemar dan Status Mutu Air 

No. Nama Sungai Titik Pantau 

TAHAP 1 TAHAP 2 

Indeks 

Pencemar 

Status 

Mutu Air 

Indeks 

Pencemar 

Status 

Mutu Air 

1 
Sungai Bontang  

Jembatan Jl. Pipa 

(Perbatasan Kutim-Bontang) 
2.88 

cemar 

ringan 
2.80 

cemar 

ringan 

2 

Sungai Bontang 

Jembatan Jl. Soekarno-Hatta  

(Titik Pantau DLH Provinsi 

Kaltim) 

2.50 
cemar 

ringan 
2.91 

cemar 

ringan 

3 
Sungai Bontang  Jembatan Merah Jl. A. Yani 2.09 

cemar 

ringan 
3.30 

cemar 

ringan 

4 
Sungai Bontang  

Jembatan Kuning Simpang 4 

Jl. KS. Tubun 
2.88 

cemar 

ringan 
4.28 

cemar 

ringan 

5 
Sungai Guntung  

Jembatan Kayu. Jl. Tari 

Dewa Dewa 
2.52 

cemar 

ringan 
2.69 

cemar 

ringan 

6 
Sungai Guntung  

Jembatan Ulin Dekat 

Pujasera 
2.09 

cemar 

ringan 
2.88 

cemar 

ringan 

7 
Sungai Guntung  Pelabuhan Nelayan 2.08 

cemar 

ringan 
4.98 

cemar 

ringan 

8 
Sungai Nyerakat  Jembatan Jl. Satyalencana 2.90 

cemar 

ringan 
2.62 

cemar 

ringan 

9 
Sungai Nyerakat  

Jembatan Depan Masjid Al-

Barokah 
3.43 

cemar 

ringan 
2.85 

cemar 

ringan 
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Tabel 3.6. Transformasi status mutu air ke Indeks Kualitas Air 

IP 
Bobot 

Nilai 
Status Mutu Air 

Titik 

sampel 
Nilai IKA 

0-1 70 Memenuhi 0 0 

1.001- 5 50 Cemar ringan 18 50 

>5 - 10 30 Cemar sedang 0 0 

>10 10 Cemar berat 0 0 

Total titik status mutu air 18 50 

  

2.  Indeks Kualitas Udara  

Pemantauan kualitas udara ambien merupakan salah satu upaya untuk mengevaluasi 

tingkat keberhasilan pelaksanaan program pengendalian pencemaran udara. Hasil 

pemantauan kualitas udara ambien dapat dijadikan indikator untuk menentukan 

prioritas program pengendalian pencemaran udara yang perlu dilakukan. Indeks 

Kualitas Udara (IKU) sebagai indikator kualitas udara menjadi penting, khususnya 

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat maupun pengambil kebijakan agar 

memahami permasalahan pencemaran udara. Pengelolaan kualitas udara secara 

terpadu merupakan kombinasi dari peraturan, kesadaran dan peningkatan kapasitas 

serta kemitraan dari pemangku kepentingan untuk sama-sama berkontribusi 

meningkatkan kualitas udara. 

 

Metode pemantauan kualitas udara ambien menggunakan metode passive sampler 

yaitu metode pemantauan kualitas udara ambien yang prinsip kerjanya tidak 

membutuhkan power listrik karena bersifat pasif dimana alat ini berbentuk bulat dan 

didalamnya terdapat kertas filter yang sudah diberi cairan khusus dari bahan kimia 

yang fungsinya untuk menangkap gas yang ada di udara sekeliling. Parameter yang 

diukur adalah NO2 dan SO2. Pemaparan alat passive sampler dilakukan selama 14 

(empat belas) hari. Setelah sampling kemudian passive sampler tersebut dianalisa di 

laboratorium uji kualitas udara. Lokasi pemantauan kualitas udara ambien dilakukan 

di lokasi-lokasi yang dapat mewakili masing-masing peruntukkan, yaitu transportasi, 

pemukiman, industri, perkantoran/komersil. 

Pengukuran udara ambien metode passive sampler di Kota Bontang dilakukan 

dengan 2 sumber pembiayaan, yaitu APBN KLHK dan APBD Provinsi Kaltim dengan 

masing-masing 4 (empat) titik pantau. Frekuensi pemantauan dilakukan sebanyak 2 
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tahap. Sampel yang telah dipaparkan kemudian diuji di Laboratorium PT. Analisis 

Anugrah Sempurna. Penentuan lokasi pemantauan kualitas udara tahun 2021 dapat 

dilihat pada tabel 3.7. 

 

Tabel 1.7.  Lokasi Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2021 

Pembiayaan Peruntukan Lokasi 

APBN KLHK Kawasan Industri Monumen pengabdian kompleks PKT 

Perkantoran Gedung Graha Taman Praja 

Transportasi Halaman Polres Bontang 

Pemukiman Perumahan BSD 

APBD PROV. 

KALTIM 

Kawasan Industri Kawasan PT. BlackBear Resources Indonesia 

Perkantoran Halaman Kantor DPMPTSP 

Transportasi Halaman Knowledge House PT. Badak NGL 

Pemukiman Perumahan Mulawarman Residence 

 

Berikut langkah-langkah Perhitungan Indeks Kualitas Udara  : 

1. Menghitung rerata masing-masing parameter NO2 dan SO2 dari tiap periode 

pemantauan untuk masing-masing lokasi peruntukan. 

2. Menghitung rerata parameter NO2 dan SO2 skala Kota. 

3. Mengitung Indeks Udara model (Ieu) parameter NO2 dan SO2 dengan rumus: 

Ieu NO2 = 
                        

  
 

Ieu SO2 = 
                        

  
 

4. Indeks Udara model (Ieu) NO2 dan SO2 dikonversikan dengan 50% masing- masing 

parameter dan dijumlahkan sehingga didapatkan Ieu skala Kota.  

5. Kemudian dihitung Indeks Kualitas Udara dengan rumus: 

        

6. Hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara Kota diklasifikasikan: 
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Hasil pengukuran kualitas udara ambien Kota Bontang tahun 2021 dan hasil 

perhitungan nilai IKU dapat dilihat di tabel 3.8 dan tabel 3.9.  

Tabel 3.8. Hasil pengukuran kualitas udara ambien Kota Bontang tahun 2021 

No Lokasi Sampling 
Peruntukan 

Pengukuran 

NO2  

(µg/m3) 

SO2 

(µg/m3) 

NO2 

Rata-

Rata 

(µg/m3) 

SO2 

Rata-

Rata 

(µg/m3) 

Tahap 

1 

Tahap 

2 

Tahap 

1 

Tahap 

2 

1 Lapangan Apel Polres Transportasi 18.93 16.59 5.87 7.15 17.76 6.51 

2 Monumen Pupuk Kaltim Industri 12.04 17.52 11.36 14.86 14.78 13.11 

3 Perumahan BSD Permukiman 11.41 9.28 4.52 4.67 10.35 4.60 

4 Gedung Graha Taman 
Praja 

Perkantoran 7.96 7.67 6.34 4.48 7.82 5.41 

5 
Halaman Ruko PT. 
Badak NGL (samping 
Knowledge House) 

Transportasi 17.92 13.04 6.22 4.19 15.48 5.21 

6 
Perumahan Mulawarman 
Residence 

Permukiman 11.33 10.47 3.07 5.33 10.90 4.20 

7 
Halaman Kantor 
DPMPTSP 

Perkantoran 11.39 12.07 5.45 10.8 11.73 8.13 

8 Kawasan PT. BBRI Industri 23.33 12.42 5.2 8.25 17.88 6.73 

 

Tabel 3.9. Hasil perhitungan nilai IKU 

NO2 Kota 

(µg/m3) 
SO2 Kota 
(µg/m3) 

Indeks 
NO2 

Indeks 
SO2 

Ieu 
Indeks 
Udara 

IKU Klasifikasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

13.335625 6.735 0.333 0.337 0.335 86.91 Baik 

Keterangan: 

(1) Rata-rata NO2 dari semua titik pantau 

(2) Rata-rata SO2 dari semua titik pantau 

(3) Rata-rata NO2 : 40 

(4) Rata-Rata SO2 : 20 

(5) 50% indeks NO2 + 50% indeks SO2 

(6) IKU = 100 - 
  

   
             

(7) Klasifikasi nilai IKU 
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Berdasarkan hasil perhitungan IKU Kota Bontang tahun 2021, diperoleh nilai IKU yaitu 

86,94 dengan klasifikasi Baik. Target nilai IKU Kota Bontang tahun 2021 yang ditetapkan 

pada RPJMD Kota Bontang 2016-2021 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bontang.  

 

1) Perbandingan Antar Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran 1 
 

Tabel 3.10. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2021  
 

Indikator Kinerja Satuan Target  Realisasi Persentase 
Capaian 

Indeks Kualitas Air (IKA) 

 

- 70,00 50 71,43% 

Indeks Kualitas Udara (IKU) 

 

- 75,64 86,91 115% 

 
Dari Tabel 3.10. dapat diketahui bahwa realisasi IKA Kota Bontang sebesar 50 atau 

72,4% dari target yang ditetapkan. Sedangkan capaian realisasi IKU Kota Bontang 

sebesar 115% dari target.  

Target  dari indikator kinerja IKA dan IKU, hanya IKU yang memenuhi atau 

melampaui target. 

 

2) Perbandingan antara Realisasi Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 

 

Tabel 3.11 Realisasi 5 Tahun Terakhir Indikator Kinerja Sasaran 1 

 

Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Rerata % 

Peningkatan
/ Penurunan 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Indeks Kualitas 

Air (IKA) - 
70 84,44 80 83,33 50 3,33% 

Indeks Kualitas 

Udara (IKU) - 
79,11 85,33 85,33 86,30 86,91 2,94  % 

 

Pada Tabel 3.11 dapat dilihat terjadi fluktuasi realisasi IKA dari tahun 2017 sampai 

dengan tahun 2021. 
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 Tabel 3.12 Peningkatan dan Penurunan Capaian IKA dan IKU dalam 5 

Tahun 

Indikator Kinerja Satuan 

Peningkatan/Penurunan  Rerata % 
Peningkatan/ 
Penurunan 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

1 2 
3 

4 
5 6 8=(3+4+5+6)

/4 

Indeks Kualitas 

Air (IKA) % 14,4 10 3,33 -20 1,88 

Indeks Kualitas 

Udara (IKU) % 6,22 0 0,97 0,61 1,93 

 

Gambar 3.1 dan Gambar 3.2 di bawah ini memberikan gambaran antara target 

dan realisasi capaian sasaran IKA dan IKU.    

Gambar 3.1 Realisasi Indikator Kinerja Air (IKA) 5 Tahun Terakhir  
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Gambar 3.2 Realisasi Indikator Kinerja Udara (IKU) 5 Tahun Terakhir 

 

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target 
jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup 

 

Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja IKA dan IKU sd 
Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah DLH 

 

Indikator Kinerja 
Satuan Target Akhir 

Renstra  
Realisasi 

Tingkat 
Kemajuan 

1 2 3 5 
6= 

(5/4x100%) 

Indeks Kualitas Air (IKA) 
- 70,00 50,00 71,43% 

Indeks Kualitas Udara (IKU) 
- 75,64 86,91 115% 

 

 

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional 

Indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang ditetapkan dalam rangka 

mendukung tercapainya sasaran RPJMD. Sedangkan sasaran RPJMD merupakan 

pengejawantahan dari sasaran nasional dalam hal ini termuat dalam Renstra 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2020-2024. Tabel berikut 

menyajikan perbandingan antara realisasi IKA,IKU Kota Bontang dengan IKA dan 

IKU nasional. Realisasi nasional menggunakan kutipan berita online sebagai 
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perbandingan mengingat pada saat LKIP ini disusun, dokumen IKLH dari KLHK 

belum diterbitkan secara resmi. Formula yang digunakan dalam penghitungan 

keduanya berpedoman Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. 

 
Tabel 3.12. Perbandingan Kinerja antara DLH Kota Bontang dan KLHK  

 

Indikator Kinerja 
 

Satuan 
Realisasi Kota 

Bontang  
Realisasi 
Nasional 

 
Ket.(+/-) 

1 2 3 4 5=(3-4) 

Indeks kualitas Udara - 86,91 84,2 2,71 

Indeks kualitas Air - 50 53,13 -3,13 

Sumber : https://www.beritasatu.com/nasional/869909/dirjen-ppkl-indeks-kualitas-lingkungan-hidup-nasional-

2021-meningkat 

Berdasarkan data pada Tabel 3.12, nilia IKU Bontang masih diatas realisasi 

nasional sebesar 2,74 poin. Sedangkan realisasi IKA Bontang dibawah realisasi 

nasional sebesar -3,13 poin.   

 

5) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sejak tahun 2009, yang merupakan 

indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional. Konsep ini 

merupakan penerapan konsep Environmental Performance Index (EPI), yang 

kriterianya meliputi kualitas air sungai, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan.  

Penyusunan IKLH merupakan mandat dari Chapter 40 Agenda 21 yang lebih 

menitikberatkan pada manfaat informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup 

untuk mendukung kepala pemerintahan pada proses pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH sudah menjadi 

indikator utama untuk pemerintahan provinsi di seluruh Indonesia dan untuk 

pemerintah tingkat kabupaten/kota baru ditahun 2021 mulai menjadi indikator 

utama pemerintah daerah. Pada LPPD tahun 2019 dan tahun 2020, DLH Kota 

Bontang sudah menampilkan IKLH karena sudah menjadi Indikator Kinerja Kunci 

(IKK). Dengan kondisi tersebut, maka mulai tahun 2020 IKLH juga disajikan dalam 

laporan ini.  

Pada tahun 2021, KLHK mewajibkan tiap daerah untuk menyampaikan data-data 

pendukung IKLH per semester. Data yang sudah diolah selanjutnya ditampilkan di 

website IKLH sehingga terbuka untuk publik. 
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Penghitungan nilai IKLH didasarkan pada 3 (tiga) indikator utama yaitu: (a) 

kualitas air sungai; (b) kualitas udara ambien; dan (c) kualitas tutupan lahan. 

Rumus perhitungan IKLH adalah sebagai berikut : 

 

                                               

Untuk angka indeks kualitas air (IKA) dan indeks kualitas udara (IKU) sudah 

disajikan di halaman sebelumnya. Sedangkan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) 

atau Indeks Kualitas Lahan diulas lebih rinci sebagai berikut.  

 

Indeks Kualitas Tutupan Lahan 

 

IKTL dihitung dengan menjumlahkan nilai dari lima indeks penyusunan yang telah 

diberikan bobot dengan rumus sebagai berikut :  

 

                                                   

 

Keterangan:  

IKTL  = Indeks Kualitas Tutupan Lahan  

ITH  = Indeks Tutupan Hutan  

IPH  = Indeks Performance Hutan  

IKT  = Indeks Kondisi Tutupan Tanah  

IKBA  = Indeks Konservasi Badan Air  

IKH  = Indeks Kondisi Habitat 

Untuk nilai IKTL sekarang menjadi Indeks Kualitas Lahan (IKL) didapatkan dari 

KLHK karena perhitungannya mulai tahun 2021 dilakukan oleh KLHK. Peran dari 

BLH Bontang memberikan data-data pendukung yang diperlukan. Nilai IKL Kota 

Bontang pada tahun 2021 sebesar 46,07 poin.  

Realisasi IKLH Kota Bontang disajikan pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 3.13. Capaian IKLH Kota Bontang     

Semester I 
    

 IKLH BONTANG  
 TAHUN 2021  

 IKU   IKA   IKL   IKLH  

TARGET  IKLH BONTANG (Nasional, RPJMD, 
Renstra) 

       
86,14  

       
53,33  

       
44,99  

       
64,79  

REALISASI  IKLH BONTANG 
       

86,79  
       

50,00  
       
36,38  

       
61,92  

Selisih 
         
0,65  

       
(3,33) 

       
(8,61) 

       
(2,87) 

 Ekspose IKLH sementara  dari P3E Kalimantan berdasarkan data  di Aplikasi IKLH  tanggal 
28 November 2021 

 Capaian IKLH Sementara dari Surat DLH Provinsi Kaltim Nomor 660.2/2035/B.III.1/ DLH/ 
2021 tanggal 7 Desember 2021 

     Semester II 
    

 IKLH BONTANG  
 TAHUN 2021  

 IKU   IKA   IKL   IKLH  

TARGET  IKLH BONTANG (Nasional, RPJMD, 
Renstra) 

       
86,14  

       
53,33  

       
44,99  

       
64,79  

REALISASI  IKLH BONTANG 
       

86,91  
       

50,00  
       
46,07  

       
64,09  

Selisih 
         
0,77  

       
(3,33) 

         
1,08  

       
(0,70) 

  

 

 

6) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ 
penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan 
 
 
Dilihat dari capaian kinerja yang telah diuraikan di atas dapat, dapat diketahui 

bahwa kualitas air di Kota Bontang mengalami pencemaran ringan. Hal ini 
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berdasarkan nilai IKA pada angka 50. Pada sisi lain kualitas udara Kota Bontang 

masih dalam kondisi baik dengan nilai IKU sebesar 86,14.  

Hasil pemantauan pada badan air yaitu sungai di wilayah administrasi Kota 

Bontang menunjukkan bahwa 18 status mutu air tergolong klasifikasi cemar ringan 

berdasarkan baku mutu kelas air II seperti yang terlihat pada Tabel 2. Hal ini 

dikarenakan nilai indeks pencemar (IP) pada setiap titik pantau air sungai 

menunjukkan nilai > 1 sehingga diperoleh nilai IKA Kota Bontang tahun 2021 

adalah 50. Target IKA Kota Bontang yang ditetapkan pada RPJMD Kota Bontang 

2016-2021 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang 2016-2021 adalah 

70, sehingga hasil perhitungan IKA pada tahun 2021 belum memenuhi target. 

Target yang belum terpenuhi ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelolaan 

air di Kota Bontang. 

 

Beberapa parameter kunci yang melebihi baku mutu kelas air II yaitu parameter 

TSS (Total Solid Suspended), BOD (Biologychal Oxygen Demand), dan COD 

(Chemical Oxygen Demand). Parameter yang melebihi baku mutu ini berdampak 

pada penurunan kualitas air pada sungai di Bontang.  

 

TSS adalah parameter yang menunjukkan konsentrasi padatan tersuspensi dalam 

suatu perairan. Tingginya nilai TSS pada umumnya berasal dari aktivitas alih 

fungsi lahan, sehingga air hujan dapat membawa padatan masuk ke badan air. 

Namugize et al. (2018) Sara et.al (2018)  menyatakan penggunaan lahan dan 

perubahan tutupan lahan merupakan pendorong utama dalam potensi 

pencemaran sungai yang berdampak pada perubahan geomorfologi sungai, 

struktur tanah, proses hidrologi, dan penurunan kualitas air. Menurut Yu et al. 

(2013) dalam Sara et.al (2018), menyatakan perubahan penggunaan lahan dan 

tutupan lahan terjadi karena adanya faktor antropogenik yaitu eksploitasi secara 

berlebihan terhadap lahan pertanian, alih fungsi lahan hutan dan padang rumput 

menjadi daerah komersil, dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. 

Menurut Giri et al. (2018) dalam Sara et.al (2018), memahami efek dari 

penggunaan lahan terhadap kualitas air sangat penting untuk manajemen air yang 

berkelanjutan. Wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan didominasi 

oleh lahan pertanian dapat menurunkan kualitas air sungai, namun apabila suatu 
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wilayah memiliki kawasan hutan yang cukup akan mengurangi pencemaran di 

sungai. 

 Sungai di Kota Bontang pada umumnya melewati daerah pemukiman dan industri 

mikro, kecil dan menengah sehingga bahan pencemar yang masuk ke dalam 

sungai dimungkinkan berasal dari aktivitas tersebut. Limbah cair domestik sendiri 

mengandung pathogen, padatan tersuspensi, nutrient (nitrogen dan fosfor) dan 

polutan organik lainnya (Rani Devi & Dahiya, 2008) sehingga berpotensi 

menyebabkan kenaikan konsentrasi bahan organik, yang direpresentasikan 

dengan COD dan BOD, pada badan air penerima, yaitu sungai. Kandungan bahan 

organik dalam limbah domestik berasal dari protein makanan, karbohidrat seperti 

gula dan selulosa, lemak dan minyak serta bahan organik sintesis seperti surfaktan 

(Morel & Diener, 2006). Namun bahan organik juga dapat terkandung dalam 

perairan secara alami yaitu akibat proses penguraian, pelapukan, atau 

dekomposisi tumbuh-tumbuhan dan sisa organisme mati. 

Untuk menjaga dan mempertahankan kualitas udara di Kota Bontang perlu 

strategi dalam  melakukan pengendalian pencemaran udara melalui: 

1. Tetap melakukan pemantauan kualitas udara ambien baik dengan metode 

manual aktif maupun Otomatis. 

2. Melakukan inventarisasi sumber emisi dan Perhitungan beban emisi. 

3. Melakukan aksi pengendalian pencemaran udara antara lain: 

 Penghijauan dan penanaman pohon disekitas kawasan sumber emisi. 

 Mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau, taman kota, dll. 

 Sosialisasi kepada masyarakat agar memanfaatkan kembali sampah yang 

dapat dimanfaatkan dan tidak membakar sampah. 

 Sosialisasi kepada pelaku usaha agar menggunakan bahan bakar yang 

ramah lingkungan dan hemat bahan bakar. 

 Perawatan berkala terhadap mesin-mesin penghasil emisi gas buang. 

 Intervensi kebijakan antara lain melalui Green Transportasi, Efisiensi energi, 

penggantian alat, proses, bahan bakar dan bahan baku. 
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6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

 

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan DLH tahun 2021, program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian 

kinerja dijabarkan dalam Tabel 3.13 berikut ini. 

Tabel 3.13. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja 
 

No Program Capaian Program 

 
Sub Kegiatan Capaian Sub Kegiatan Ket 

1. Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Cakupan Penunjang 
Urusan DLH 

1. Perencanaan, 
penganggaran, dan 

evaluasi kinerja 

perangkat daerah 

1. Jumlah dokumen Renstra yang 
disusun : 10 dokumen 

2. Jumlah dokumen renja yang 

disusun : 10 dokumen 

Merupakan 
program/ kegiatan 

penunjang 

pencapaian 
program strategis.   

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

2. Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

1. Jumlah ASN penerima gaji dan 

tunjangan 

3. Administrasi 
Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

1. Jumlah pakaian yang disediakan : 
50 stel 

2. Jumlah pegawai yang mengikuti 
pelatihan : 5 orang 

 

4. Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

1. Jumlah peralatan dan 
perlengkapan kantor yang 

disediakan : 19 Jenis 

2. Jumlah peralatan rumah tangga 
yang disediakan : 16 Jenis 

3. Jumlah bahan logistic/sembako : 5 
Jenis 

4. Jumlah barang cetakan dan 
penggandaan : 4 jenis 

5. Jumlah perjalanan dinas : 74 kali 

5. Pengadaan Barang 
milik daerah 

Penunjang Urusan 

1. Jumlah kendaraan yang diadakan : 
2 unit 
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No Program Capaian Program 

 
Sub Kegiatan Capaian Sub Kegiatan Ket 

Pemerintah Daerah  

 

 
 

 

6. Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

1. Jumlah materai yang disdiakan 

:514 Lembar 
2. Jumlah surat yang terkirim : 12 

bulan 
3. Jumlah tagihan Listrik, Air dan 

internet : 12 bulan 

4. Jumlah tagihan BPJS : 12 bulan 
5. Jumlah TKD yang tersedia : 19 

orang 

   7. Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

1. Jumlah kendaraan 
dinas/operasional yang dipelihara : 

15 Unit 
2. Jumlah unit kendaraan : 25 Unit 

3. Jumlah Gedung yang dipelihara : 1 
Unit 

4. Jumlah peralatan Gedung yang 

dipelihara : 4 jenis 

 

2. Perencanaan 

Lingkungan Hidup 

Persentase 

penyusunan 

dokumen 
perencanaan 

lingkungan hidup 

1. Penyelenggaraan 

Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 
(KLHS) Kabupaten/ 

Kota 

1. Jumlah penyelenggaraan kajian 

KLHS : 1 kali 

Merupakan 

program/ kegiatan 

penunjang 
pencapaian 

program strategis   
 

3. Pengendalian 

pencemaran dan/atau 
kerusakan Lingkungan 

Hidup 

prosentase 

pencegahan 
pencemaran dan 

kerusakan 
lingkungan 

 

1. Pencegahan 

Pencemaran dan/atau 
Kerusakan Lingkungan 

Hidup Kabupaten/ 
Kota 

2. Pemulihan 

pencemaran dan/atau 
Kerusakan Lingkungan 

Hidup Kabupaten/ 
Kota 

1. Jumlah bahan kimia yang diadakan 

: 7 Jenis 
2. Jumlah titik pantau kualitas 

lingkungan : 121 titik 
3. Pemeliharaan alat lab : 1 tahun 

4. Pemeliharaan rumah apung kapal : 

1 tahun 
5. Pemeliharaan speedboat : 1 tahun 
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No Program Capaian Program 

 
Sub Kegiatan Capaian Sub Kegiatan Ket 

4. Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati 

(KEHATI) 

Cakupan 

pengelolaan 

kehati 

1. Pengelolaan 

Keanekaragaman 

Hayati Kabupaten/ 
Kota 

1. Jumlah laporan kehati : 50 buku 

2. Jumlah papan informasi/himbauan 

 

 

5. Program Pengendalian 

Bahan Berbahaya dan 
Beracun (B3) dan 

Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun 

(Limbah B3) 

Cakupan 

pengelolaan 
limbah B3 100 % 

1. Penyimpanan 

sementara limbah B3 

1. Jumlah laporan fasilitasi izin 

penyimpanan sementara limbah B3 
2. Frekuensi pelaksanaan Verifikasi 

TPS B3 

 

6. Program Pembinaan dan 

Pengawasan terhadap 

izin lingkungan dan izin 
perlindungan dan 

pengelolaan Lingkungan 
Hidup (PPLH) 

Tingkat ketaatan 

usaha/kegiatan 

terhadap izin 
lingkungan atau 

PPLH 4 % 

1. Pembinaan dan 

pengawasan terhadap 

usaha dan/atau 
kegiatan yang izin 

lingkungan dan izin 
PPLH diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/ Kota 

1. Jumlah Usaha kegiatan yang 

diawasi : 18 Usaha 

 

7. Peningkatan Pendidikan, 

Pelatihan dan 
Penyuluhan Lingkungan 

Hidup untuk masyarakat 

Cakupan 

kapasitas Diklat 
dan penyuluhan 

10 % 

1. Penyelenggaraan 

Pendidikan, Pelatihan 
dan penyuluhan 

lingkungan hidup 

untuk Lembaga 
kemasyarakatan 

tingkat Daerah 
Kabupaten/ Kota 

1. Jumlah komunitas peduli 

lingkungan : 3 komunitas 
2. Jumlah peserta pelatihan adiwiyata 

 

8. Penghargaan 

Lingkungan Hidup Untuk 
Masyarakat 

Cakupan 

penghargaan 
lingkungan hidup 

1. Pemberian 

Penghargaan 
lingkungan hidup 

tingkat daerah 
Kabupaten/ Kota 

1. Jumlah laporan SLHD 

2. Jumlah pelaksanaan pekan 
lingkungan 

3. Jumlah sekolah adiwiyata : 3 
sekolah 

4. Penghargaan adipura : 1 kali 

5.  
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No Program Capaian Program 

 
Sub Kegiatan Capaian Sub Kegiatan Ket 

9. Penanganan Pengaduan 

Lingkungan Hidup 

Cakupan 

penanganan 

kasus 20 % 

1. Penyelesaian 

pengaduan masyarakat 

di bidang perlindungan 
dan pengelolaan 

lingkungan hidup 
(PPLH) Kabupaten/ Kota 

1. Jumlah pengaduan yang 

ditindaklanjuti : 100 % 

 

10. Pengelolaan 

Persampahan 

Prosentase 

pengelolaan 
sampah 99 % 

1. Pengelolaan sampah 1. Jumlah jenis sarana pendukung 

2. Jumlah peserta sosialisasi 
3. Jumlah sosialisasi 

4. BPJS yang dibayarkan 
5. Jumlah PHL yang tersedia : 281 

orang 

6. Jumlah sarana dan prasarana yang 
disediakan 

7. Jumlah kegiatan Gerakan 
pengurangan sampah  
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7)  Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 
 

Tabel. 3.14. Tingkat Efisiensi Sumber Daya 
 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
% 

Capaian Kinerja 

 % 
Penyerapan 

Anggaran 

Tingkat Efisiensi (3-4) 

1 2 3 4 5=3-4 

Meningkatkan upaya 
pencegahan dan pengendalian 

Indeks Kualitas Air (IKA) 71,43 88,85 -17,42 

Indeks Kualitas Udara (IKU) 115 88,85 26,15 

 

Nilai tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator IKA belum sesuai harapan. Berdasarkan analisa yang telah 

disampaikan sebelumnya, penanganan sungai memerlukan upaya yang lebih besar dan pelibatan lintas OPD. Sedangkan tingkat 

efisiensi IKU sudah tinggi.  
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2. Sasaran 2  

Meningkatnya Pengelolaan Sampah 

Indikator kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan sampah yaitu persentase 

pengelolaan sampah. Indikator kinerja ini dirumuskan sebagai berikut : 

= 
                     

               
         

 

  
           

   

    
 

           
   

    
 
               

 

1) Perbandingan antar target dan realisasi kinerja Tahun 2021 Sasaran II 

 
Tabel 3.15. Perbandingan antara Target dan Realisasi  Indikator 

Persentase Penanganan Sampah Tahun 2021. 
 

Indikator Kinerja Satuan Target  Realisasi Persentase  
Capaian 

Persentase Penanganan 

Sampah 

% 95 99,67 104,5% 

  
Dari Tabel 3.15. diketahui realisasi capaian indikator kinerja yaitu 104,5 %. Jika 

dibanding target yang telah ditetapkan sebesar 95%, maka pencapaian ini sudah 

melampaui target dengan deviasi sebesar 5,18  %.  

 
2) Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2017 sampai Tahun 2019 
 

Tabel 3.16. Perbandingan antara Realisasi  Indikator Persentase 
Penanganan Sampah Tahun 2019 dan 2021 

 

No. 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Realisasi % 

Peningkatan/ 
Penurunan 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 
7=(6-5)/ 
3x100% 

1. Persentase 
Penanganan 
Sampah  

% 94,87 95 95,05 95,73 99,67 
1,31 

 

 

Dari Tabel 3.16 indikator persentase penanganan sampah menunjukkan 

peningkatan persentase dari tahun 2019 ke tahun 2020. Terjadi peningkatan pada 

tahun 2021  sebesar 0,41%. 
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Realisasi indikator kinerja yang dicapai pada tahun 2019-2021 dapat dilihat pada 

grafik berikut ini: 

Gambar 3.4. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja 
Penanganan Sampah 

 
 

3) Perbandingan realisasi kinerja penanganan sampah sampai dengan 
tahun 2020 dengan target jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup 

 

Target akhir kinerja penanganan sampah dalam RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Bontang yaitu pada tahun 2021 yaitu sebesar 95%.  

 

 

Tabel 3.17.  Perbandingan realisasi kinerja penanganan sampah sampai 
dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah DLH 

 

No. Indikator Kinerja Satuan Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi  Persentase 
Capaian 

1 2 3 4 5 6 = 
(3/4)*100% 

1. Persentase 

Pengelolaan sampah 

% 95 99,67 100,3% 
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Dari Tabel 3.17 dapat diketahui bahwa target akhir Renstra pada tahun 2021 
sebesar 95% telah terpenuhi.  

 
 

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional 

Indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang ditetapkan dalam rangka 

mendukung tercapainya sasaran Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan 

periode 2015-2019. Tabel berikut memberikan perbandingan keduanya : 

 
Tabel 3.18. Perbandingan Kinerja antara DLH Kota Bontang dan KLHK 

Tahun 2021 
 

No. Indikator Kinerja  

Satuan 

Realisasi Tahun  

2021 

Realisasi 

Nasional 

 

Ket.(+/-) 

1. Persentase Pengelolaan 

sampah 

% 

 

99,67 - Melampui 
realisasi 

nasional 

*Angka proyeksi KLHK Tahun 2021 

  
 

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ 
penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan 

 
Dilihat dari capaian kinerja yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa 

dinas lingkungan hidup telah melaksanakan kinerja pada tahun 2021 dengan 

optimal. Semua permasalahan strategis menyangkut permasalah strategis 

persampahan yang diuraikan pada Bab I, halaman 7 dapat diselesaikan.  

Permasalahan strategis seperti tersebut pada Bab I di atas telah terpecahkan 

dengan optimal. Begitu juga dengan target IKU telah mencapai bahkan melampaui 

target yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas 

Lingkungan Hidup tahun 2021. Target pencapaian IKU dapat dilihat pada Tabel 

3.15.  

Maka dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang telah 

dilaksanakan telah dapat menyelesaikan permasalahan dan pencapaian target 

yang telah ditetapkan di awal tahun 2021 dapat diuraikan bahwa penyebab 

pencapaian kinerja dan target dapat tercapai dengan optimal disebabkan oleh 

beberapa faktor sebagai berikut: 

a. Peningkatan gerakan pengurangan penggunaan sampah 

b. Pelaksanaan sosialisasi 3 R 
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c. Perbaikan fasilitas pendukung pengangkutan sampah (bak truk sampah, bak 

sampan) 

d. Pemberian penggargaan kepada usah yang menerapkan gerakan pengurangan 

penggunaan plastik secara konsisten 

e. Mendorong sekolah untuk menjadi sekolah ADIWIYATA. 

f. Meningkatkan partisipasi perusahaan dalam pengelolaan persampahan 

g. Pendampingan dan pembinaan PROPER 

 
6.  Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 
 

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan DLH tahun 2021, program/kegiatan yang 

menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dijabarkan dalam Tabel 3.19 berikut 

ini. 

 
Tabel 3.19. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Pernyataan 

Kinerja 
 

No Program 
Capaian 
Program 

 

Sub Kegiatan Capaian Kegiatan Ket 

1. Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kot
a 

Cakupan 
Penunjang 
Urusan DLH 

1. Perencanaan, 
penganggaran
, dan evaluasi 
kinerja 
perangkat 
daerah 

1. Jumlah dokumen 
Renstra yang 
disusun : 10 
dokumen 

2. Jumlah 
dokumen renja 
yang disusun : 
10 dokumen 

Merupakan 
program/ 
kegiatan 
penunjang 
pencapaian 
program 
strategis.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

2. Jumlah ASN 
penerima gaji 
dan tunjangan 

3. Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat 
Daerah 

3. Jumlah pakaian 
yang disediakan 
: 50 stel 

4. Jumlah pegawai 
yang mengikuti 
pelatihan : 5 
orang 

 

4. Administrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah 

1. Jumlah 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor yang 
disediakan : 19 
Jenis 

2. Jumlah 
peralatan 
rumah tangga 
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No Program 
Capaian 
Program 

 

Sub Kegiatan Capaian Kegiatan Ket 

yang disediakan 
: 16 Jenis 

3. Jumlah bahan 
logistic/sembak
o : 5 Jenis 

4. Jumlah barang 
cetakan dan 
penggandaan : 
4 jenis 

5. Jumlah 
perjalanan dinas 
: 74 kali 

 
 

5. Pengadaan 
Barang milik 
daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

2. Jumlah 
kendaraan yang 
diadakan : 2 
unit 

6. Penyediaan 
Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

1. Jumlah materai 
yang disdiakan 
:514 Lembar 

2. Jumlah surat 
yang terkirim : 
12 bulan 

3. Jumlah tagihan 
Listrik, Air dan 
internet : 12 
bulan 

4. Jumlah tagihan 
BPJS : 12 bulan 

5. Jumlah TKD 
yang tersedia : 
19 orang 

   7. Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

1. Jumlah 
kendaraan 
dinas/operasion
al yang 
dipelihara : 15 
Unit 

2. Jumlah unit 
kendaraan : 25 
Unit 

3. Jumlah Gedung 
yang dipelihara 
: 1 Unit 

4. Jumlah 
peralatan 
Gedung yang 
dipelihara : 4 
jenis 

 

2. Perencanaan 
Lingkungan 
Hidup 

Persentase 
penyusunan 
dokumen 
perencanaan 

lingkungan 
hidup 

2. Penyelenggara
an Kajian 
Lingkungan 
Hidup 

Strategis 
(KLHS) 

2. Jumlah pen 
3. yelenggaraan 

kajian KLHS : 1 
kali 

Merupakan 
program/ 
kegiatan 
penunjang 

pencapaian 
program 
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No Program 
Capaian 
Program 

 

Sub Kegiatan Capaian Kegiatan Ket 

Kabupaten/ 
Kota 

strategis   
 

3. Pengendalian 
pencemaran 
dan/atau 
kerusakan 
Lingkungan 
Hidup 

prosentase 
pencegahan 
pencemaran dan 
kerusakan 
lingkungan 

 

3. Pencegahan 
Pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan 
Hidup 
Kabupaten/ 
Kota 

4. Pemulihan 
pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan 
Hidup 
Kabupaten/ 
Kota 

1. Jumlah bahan 
kimia yang 
diadakan : 7 
Jenis 

2. Jumlah titik 
pantau kualitas 
lingkungan : 
121 titik 

3. Pemeliharaan 
alat lab : 1 
tahun 

4. Pemeliharaan 
rumah apung 
kapal : 1 tahun 

5. Pemeliharaan 
speedboat : 1 
tahun 

 

 

5. Program 
Pengendalian 
Bahan 
Berbahaya dan 
Beracun (B3) 
dan Limbah 
Bahan 
Berbahaya dan 
Beracun 
(Limbah B3) 

Cakupan 
pengelolaan 
limbah B3 
100 % 

2. Penyimpanan 
sementara 
limbah B3 

1. Jumlah laporan 
fasilitasi izin 
penyimpanan 
sementara 
limbah B3 

2. Frekuensi 
pelaksanaan 
Verifikasi TPS 
B3 

 

6. Program 
Pembinaan 
dan 
Pengawasan 
terhadap izin 
lingkungan 
dan izin 
perlindungan 
dan 
pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup (PPLH) 

Tingkat 
ketaatan 
usaha/kegiat
an terhadap 
izin 
lingkungan 
atau PPLH 4 
% 

2. Pembinaan 
dan 
pengawasan 
terhadap 
usaha 
dan/atau 
kegiatan yang 
izin 
lingkungan 
dan izin PPLH 
diterbitkan 
oleh 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/ 
Kota 

2. Jumlah Usaha 
kegiatan yang 
diawasi : 18 
Usaha 

 

7. Peningkatan 
Pendidikan, 
Pelatihan dan 
Penyuluhan 
Lingkungan 
Hidup untuk 
masyarakat 

Cakupan 
kapasitas 
Diklat dan 
penyuluhan 
10 % 

2. Penyelenggara
an Pendidikan, 
Pelatihan dan 
penyuluhan 
lingkungan 
hidup untuk 
Lembaga 
kemasyarakata
n tingkat 
Daerah 
Kabupaten/ 

3. Jumlah 
komunitas 
peduli 
lingkungan : 3 
komunitas 

4. Jumlah peserta 
pelatihan 
adiwiyata 

 



[51] 
 

No Program 
Capaian 
Program 

 

Sub Kegiatan Capaian Kegiatan Ket 

Kota 

8. Penghargaan 
Lingkungan 
Hidup Untuk 
Masyarakat 

Cakupan 
penghargaan 
lingkungan 
hidup 

2. Pemberian 
Penghargaan 
lingkungan 
hidup tingkat 
daerah 
Kabupaten/ 
Kota 

1. Jumlah laporan 
SLHD 

2. Jumlah 
pelaksanaan 
pekan 
lingkungan 

3. Jumlah sekolah 
adiwiyata : 3 
sekolah 

4. Penghargaan 
adipura : 1 kali 

 

9. Penanganan 
Pengaduan 
Lingkungan 
Hidup 

Cakupan 
penanganan 
kasus 20 % 

2. Penyelesaian 
pengaduan 
masyarakat di 
bidang 
perlindungan 
dan pengelolaan 
lingkungan 
hidup (PPLH) 
Kabupaten/ 
Kota 

2. Jumlah 
pengaduan 
yang 
ditindaklanjuti : 
100 % 

 

10. Pengelolaan 
Persampahan 

Prosentase 
pengelolaan 
sampah 99 

% 

2. Pengelolaan 
sampah 

1. Jumlah jenis 
sarana 
pendukung 

2. Jumlah peserta 
sosialisasi 

3. Jumlah sosialisasi 
4. BPJS yang 

dibayarkan 
5. Jumlah PHL yang 

tersedia : 281 
orang 

6. Jumlah sarana 
dan prasarana 
yang disediakan 

7. Jumlah kegiatan 
Gerakan 
pengurangan 
sampah  

 

 

1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya  
 

Tabel.3.20. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

% Capaian 
Kinerja 

% Penyerapan 
Anggaran 

Tingkat Efisiensi  
 

1 2 3 4 5=3-4 

Meningkatnya 
Pengelolaan 
Sampah 

Persentase 
Pengelolaan 
Sampah 

99,67 88,85 10,82 
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Dari Tabel 3.20 dapat diketahui bahwa tingkat efiiensi penggunaan sumber daya  

sudah sesuai harapan. Dari selisih antara persentase penyerapan anggaran 

dengan persentase capaian kinerja menunjukkan lebih dari angka 10,82. 

 

D. Capaian Kinerja Lainnya 

1. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustaible 

Depeloment Goals (SDGs) 

 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs) 

adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah 

ditentukan (target) oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk 

keselamatan manusia dan planet bumi. TPB terdiri dari 4 pilar yaitu pilar 

pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar lingkungan hidup dan 

pilar pembangunan lingkungan hidup. Untuk Pilar lingkungan hidup, ada 3 tujuan 

yang sudah tersedia datanya, yaitu tujuan no.6 air bersih dan sanitasi layak, kota 

dan pemukiman yang berkelanjutan, dan eksosistem daratan. Data yang sudah 

terpenuhi disajikan dalam gambar 3.5.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Capaian untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 
 
 
 

Persentase Jumlah sampah 
yang terkurangi melalui 3R 

16,61 

Rasio luas kawasan tertutup 
pepohonan berdasarkan citra 
satelit 

Indikator Indeks Kualitas 
Air  

73 
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Tabel 3.21. Capaian Sasaran Strategi dibanding Target SDG,2 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target Indikator 
Kinerja 
SDG’s 

Target % Capaian 
Kinerja 

1 2 3 4 5 6 

Meningkatnya 
upaya 
pencegahan, 
pengawasan 
dan 
pengendalian 
pengelolaan 
lingkungan 
hidup 

Indeks Kuaitas 
Air 

70 Indeks 
Kualitas 
Air 

73 50 

Meningkatnya 
Pengelolaan 
Sampah 

Persentase 
Pengelolaan 
Sampah 
(% penanganan 
+ % 
pengurangan) 
=79,35 +20,32) 

20 % Jumlah 
Sampah 

yang 
terkurangi 
melalui 3R 

16,61 20,32 

 

 

2. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang 

Capaian kinerja lainnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang pada tahun 2021 

berupa penghargaan di bidang lingkungan hidup sebagaimana tersaji pada Tabel 

3.21 di bawah ini : 

Tabel 3.21. Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup 

No. Kegiatan Jenis Penghargaan Keterangan 

1. Pemberian 

penghargaan 
Lingkungan Hidup 

Tingkat Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Adiwiyita Tingkat 

Nasional 
SDN 011 Bontang Selatan 

Adiwiyata Tingkat 
provinsi 

SMP YPK 

  Adiwiyata Tingkat Kota SDN 009 Bontang Selatan 

2. ASEAN 

Environmentally 
Sustainable City 

(ESC) Award and the 

4 th Certificate of 
Recognition 2021 

 
 

Certificate of 

Recognition Clean 

Land 2021 Kategori 
Kota Kecil 

Jakarta, 21 Oktober 2021 
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3. Peringatan hari 

Lingkungan Hidup 
2021 

Penghargaan green 

leadership Nirwasita 
Tantra 

Jakarta,15 Juni 2021 

 

4. 
Program Penilaian 

Peringkat Kinerja 

Perusahaan tahun 
2021 

 

Proper Emas 

 

1. PT.Badak (Proper Emas ke 11) 
2. PT.Pupuk Kaltim (Proper Emas Ke 

6) 

3. PT. Kaltim Methanol Industri 

 

 Proper Biru 

1. RSUD Taman Husada Bontang 

2. Rumah Sakit Amalia 

3. Dahana Black Bear Resources 
Indonesia Joint Operation 

4. PT.Energi unggul persada 
 

 

 Proper Hijau 

 

1. PT.Kaltim Parna Industri 
2. RS.Pupuk Kaltim 

3. PT.Indominco Mandiri 
4. PT.Kaltim Daya Mandiri 

5. PT.PLN (persero) 

6. RS.Islam Bontang 
7. PT.Kaltim Industrial Estate 

 

5. 
Lomba Inovasi dan 

penelitian (Sipena) 

Juara Harapan I 
Lomba Inovasi dan 

penelitian (SiPena) 

Tahun 2021 

 

E. Realisasi Anggaran 

1. Realisasi Anggaran Sesuai dengan Perjanjian Kinerja 

Tabel Realisasi Anggaran disajikan pada Tabel 3.22 

Tabel 3.22. Realisasi Anggaran Sesuai dengan Perjanjian Kinerja 

No. 

Sasaran Strategis 

Kinerja Anggaran 

Targe
t 

Realisa
si 

% 
Capaian 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1. Meningkatnya Upaya 

Pencegahan 

Pengawasan & 

Pengendalian 

Pengendalian 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

 

      

IPA 70,00 50,00 71,43 
825.181.171 613.598.700 74,36 

IPU 75,64 86,91 114,90 

2. Meningkatnya 

Pengelolaan 

Persampahan 

      

Persentase 

penanganan sampah 
95 99,67 100,31 17.795.634.844 16.586.766.085 93,21 
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2. Realisasi Anggaran Anggaran per Program/Kegiatan 

Tabel Realisasi Anggaran per program/kegiatan disajikan pada Tabel 3.23 

 

Tabel. 3.23. Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan  

No 
Program dan Sub Kegiatan 

Anggaran Ket 

Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) % 5 

1 2 3 4 5=(4/3) 6 

1. Program Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

12.869.344.578 10.943.054.149 85,03 
 

1.1 Perencanaan,Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

 

1.418.180 1.375.000 96,96 
 

1.2 Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

 

8.568.693.482 7.662.411.376 89,42 
 

1.3 Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

 

119.350.000 87.276.000 73,13 
 

1.4 Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

 

1.322.651.428 1.160.088.846 87,71 
 

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

 

901.401.600 823.151.152 91,32 
 

1.6 Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

1.955.829.888 1.208.751.775 61,80 
 

2. Program Perencanaan 

Lingkungan Hidup 

142.556.364 104.582.000 73,36 
 

2.1 Penyelenggaraan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis 

(KLHS) Kabupaten/Kota 

 

142.556.364 104.582.000 73,36 
 

3. Program Pengendalian 

Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan 

Hidup 

825.181.171 613.598.700 74,36 
 

3.1 Pencegahan Pencemaran 

dan/atau Kerusakan 

516.115.421 322.893.700 62,56 
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No 
Program dan Sub Kegiatan 

Anggaran Ket 

Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) % 5 

1 2 3 4 5=(4/3) 6 

Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota 

3.2 Pemulihan Pencemaran 

dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota 

309.065.750 290.705.000 94,06 
 

4. Program Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati 

(Kehati) 

59.281.835 43.800.830 73,89 
 

4.1 Pengelolaan Keanekaragaman 

Hayati Kabupaten/Kota 

 

59.281.835 43.800.830 73,89 
 

5. Program Pengendalian 

Bahan Berbahaya dan 

Beracun (B3) dan Limbah 

Bahan Berbahaya dan 

Beracun (Limbah B3) 

7.209.090 100.000 1,39 
 

5.1 Penyimpanan sementara 

limbah B3 

6229.545 100000 1,61 
 

6 Program Pembinaan dan 

Pengawasan Terhadap Izin 

Lingkungan dan izin 

perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (PPLH) 

2.410.908 - - 
 

6.1 Pembinaan dan Pengawasan 

terhadap usaha dan/atau 

kegiatan yang izin lingkungan 

dan izin PPLH diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

2.410.908 - - 
 

7 Program Peningkatan 

Pendidikan,Pelatihan dan 

Penyuluhan Lingkungan 

Hidup Untuk Masyarakat 

100.709.519 89.971.500 89,34 
 

7.1 Penyelenggaraan Pendidikan, 

Pelatihan dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup untuk 

Lembaga Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah Kabupaten/ 

Kota 

100.709.519 89.971.500 89,34 
 

8 Program Penghargaan 

Lingkungan Hidup Untuk 

215.367.196 90.970.300 42,24 
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No 
Program dan Sub Kegiatan 

Anggaran Ket 

Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) % 5 

1 2 3 4 5=(4/3) 6 

Masyarakat 

8.1 Pemberian penghargaan 

Lingkungan Hidup Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

215.367.196 90.970.300 42,24 
 

9 Program Penanganan 

Pengaduan Lingkungan 

Hidup 

40.955.000 7.076.000 17,28 
 

9.1 Penyelesaian Pengaduan 

Masyarakat di bidang 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH) 

Kabupaten/Kota 

40.955.000 7.076.000 17,28 
 

10 Program Pengelolaan 

Persampahan 

17.795.634.844 16.586.766.085 93,21 
 

10.

1 

Pengelolaan sampah 17.795.634.844 16.586.766.085 93,21 
 

 Jumlah 32.126.113.688 28.545.249.564 88,85 
 

 

3. Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan 

Efisiensi penggunaan anggaran program/kegiatan disajikan pada Tabel 3.24. 

Berdasarkan jenisnya, belanja terbagi menjadi dua bagian yaitu belanja langsung dan 

belanja tidak langsung.  

 

 



[58] 
 

 

Tabel 3.24. Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan 

 

Anggaran 

Belanja 

Realisasi Nilai Efisiensi Persentase Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah 

Keterangan 
Program Kegiatan Sub 

Kegiatan 

a b c = b-a d=b/a x 100       

32.126.113.688 28.545.249.564 3.580.864.124 88,85 26.728.113.688 1.817.116.048 10 16 46  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang telah melaksanakan kegiatan 

rutin maupun pembangunan dengan capaian target/realisasi kegiatan mencapai 96,69%  

dengan realisasi keuangan sebesar 88,85%. 

Dengan LKIP ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang 

melibatkan stake holders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang 

dapat dipertanggungjawabkan dan ditahun-tahun berikutnya keberhasilan dapat 

ditingkatkan, kegagalan dapat ditekan, hambatan/kendala dapat berkurang dengan 

permasalahan yang dihadapkan dapat diatasi. 

Demikian disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bontang juga dapat diharapkan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas 

kinerja serta sebagai media yang masih perlu penyempurnaan sehingga selaras dengan 

perkembangan kondisi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang kedepan dalam rangka 

mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan, 

seimbang dan bertanggung jawab. 

 

      Kepala, 

 

 

      Heru Triatmojo,SP,M.Si 
      Pembina Tk.I 
      NIP. 197801622001121002 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


